PEMERINTAN DAERAN KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

NUBAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENIIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7‘ 2073
TENTANG

PEMBERIAN UIN PENYVILENGOARAAN PENINIAEAN NONPORMAL

Menimbang

Mengingat

YANG DISELENGOARAKAN MASY ARAKAT
a8 bahwa  kesempmtan  menyelenggmrakan Pendidikan Nenformal

diberikan  kepada masyarskal  seluas-lusenys  sebugai  wupud
partisipasi  di bidang pendidikan,

bahwa untuk  mendorong minat  masysrakal  berpartisipas)
dalam penyelenggarsan  Pendidikan  Neomformal/Kesetarnan  yang
disclenggarakan masyarakat  tersebut  yang  perkembanganny s
tetap memperhatikan kebutuhan masyarskat dan kebutuhan duma
usaha/industri  maka  perlu diberikan pelayanan yang bersifat
pembinaan dan  pengembangan melalui  pendaflaran  perizinan
penyelenggaraan Pendidikan Nonformal,

bahwa schubungan dengan huruf a dan b & astas maka untuk
membina kegiatan i bidang Pendidikan Nonformal & wilayah
Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan  Kabupaten  Sumedang  tentang
pemberian  |zin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional (1Lembaran Negara Republik labuuh Tahun

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Nomor 4301),
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5038%),

. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 temtang Aparatur Sipil

Negara(l.embaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan |embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494),

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589),

Peraturan Pemenintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
beberapa  kali  diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 temang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia), Peraturan
Pemerintah (PP) No. 4 tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 57
tentang Standar Nasional Pendidikan,
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008
Wajib Belajar,

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008
Aentang Pendanaan Pendidikan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran  Negarallomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor |7 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5157),

Peraturan  Pemenintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah,

Keputusan ~ Presiden  Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai
Daerah Otonom,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Dacrah;

Permendikbud No. 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;

Peraturan Daerah No. 17 tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 206
tentang Pembentukan Organisasi Dan  Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah.

Surat  Permohonan  Perpanjangan Izin Operasional dari
PKBM MUTIARA Nomor : 060/X/MUTIARA/2022 Tanggal
27 Oktober 2022,

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Tentang Pemberian lzin Penyelenggaraan Pendidikan
Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat Nomor
421.10/Kep.1251-Disdik/2019 Tanggal 17 Juli 2019.
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MEMIUTUSKAN
Keputusan Kepala [nnds Pendidikan Kabupaten Sumedang lcntang
Pemberian ljm  Penyclenggaraan  Pendidikan  Nonformal  yang

Menhen 1jin Menyekenggarab an Pradidikan Nonformal kepada | embaga
PERM yang diselenggarskan masyarkat

Nairia PK.BM MUTIARA
Jems Pendidikan Pendidhan Kesetwraan, Kecakapan Hidup,
Taman Bacaan
Alamat Dan Langung Rt 01 Rw 0] Dess Tanpngsan
Kec Tanpungsan - Seumedang
Prvgpinan MUTIARA JIDA SAMSUDIN, SH
KEDUA Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaky terbstung

mular tanggal 16 Januan 2023 sampm dengan tanggal 16 Januan 2006

KETIGA 1 Wajib  menyelenggarakan Pendidikan Non  Formal yamg

disclenggarakan masyarakat tersebut sedemukian rupa schingga

dapat memenuhi fungst sosial terhadap masyarakat,

Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atan yang akan

i tentukan kemudian;

3. Waib menginmkan laporan berkala sesuai ketentuan menurst model
yang ditentukan,

4. Wajib mengajukan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga pubsh)
han sebelum izin ini berakhir,

L)

NIP. 19710401 199710 1 001

i

Bapak Bupati Sumedang;

. Kepala Dmas Pedidikan Provinsi Jawa Barat;
. Sekretanis Daerah Kabupaten

Asisten Pembangunan.
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